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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan antara lain : 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 

Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar 

Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan beserta UPTD Pasar Lubuk Buaya Kota Padang telah 

dilakukannya sosialisasi/penyuluhan dan pemberitahuan terlebih 

dahulu sebelum dilaksanakannya relokasi dan penggusuran PKL, 

kemudian dilanjutkan dengan adanya proses pembangunan los PKL 

secara bertahap demi kenyamanan pedagang sehingga pemindahan 

PKL bisa dilakukan dengan efektif, dan pemberdayaan yang 

dilaksanakan oleh UPTD Lubuk Buaya ke Pedagang Kaki lima yang 

ada di pasar tradisional lubuk buaya dengan melakukan 

sosialisasi/penyuluhan serta memberikan bantuan kepada pedagang 

kaki lima, guna meningkatkan pengembangan usaha PKL sehingga 

mampu berkembang baik kualitas maupun kuantitas usaha dan 

diberlakukannya sistem berbelanja melalui GoSend sehingga 

mempermudah pembeli untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa 

harus kepasar. 
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2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang 

beserta UPTD Pasar Lubuk Buaya dalam Pelaksanaan Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Lubuk 

Buaya Kota Padang yaitu: 

a. Perlawanan serta penolakan dari Pedagang Kaki Lima. 

Pedagang Kaki lima selalu melakukan perlawanan dan penolakan 

disaat berlangsungnya operasi pelaksanaan penataan dan 

pemberdayaan pedagang kaki lima, mereka tidak menerima lapak 

dan barang dagangannya di angkat oleh petugas sehingga sampai 

terjadi kontak fisik antara petugas dan pedagang kaki Lima. 

b. keterbatasan lahan tempat untuk pemindahan pedagang menjadi 

suatu masalah yang cukup serius karena adanya tahap 

pembangunan dan pemindahan pedagang yang dilakukan secara 

bersamaan sehingga menimbulkan kesulitan. 

c. Kurangnya Jumlah personil di saat melakukan operasi 

pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima 

dilapangan sehingga jumlah personel kalah dari jumlah pedagang 

kaki lima yang melakukan penolakan. 

d. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas 

Perdagangan Kota Padang terutama UPTD Pasar Lubuk Buaya. 

e. Adanya unjuk rasa yang dilakukan para pedagang kaki lima.  

Unjuk rasa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sering kali 

menjadi penghalang saat dilakukannya penataan oleh petugas, 

besarnya jumlah masa yang melakukan unjuk rasa 
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mengakibatkan operasi yang dilakukan tidak jadi terlaksanakan 

menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 

f. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak peduli dan 

menghiraukan peringatan dari Dinas Perdagangan, Padahal sudah 

diberikan peringatan dan teguran keras untuk tidak berjualan di 

tempat yang tidak disediakan tetapi pedagang kaki lima tetap 

berjualan dan tidak merasa takut akan teguran dari petugas. 

g. Kurangnya kesadaran dari pedagang kaki lima dan warga sekitar 

akan fungsi lokasi yang ditempatinya mengganggu kepentingan 

umum dan merusak tatanan kota. 

h. Hasutan dari sebagian warga sekitar menjadi kendala dalam 

melakukannya penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang 

kaki lima. 

i. Adanya oknum yang membacking pedagang kaki lima.  

Adanya oknum yang dibelakang pedagang kaki lima 

mengakibatkan pedagang kaki lima melakukan perlawanan 

karena mereka merasa sudah memiliki kekuatan untuk 

melakukan aktifitasnya berjualan di tempat yang telah dilarang 

oleh Dinas Perdagangan beserta UPTD Pasar Lubuk Buaya.  

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang beserta 

UPTD Pasar Lubuk Buaya untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima di 

Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang antara lain : 
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a. Memakai pola penertiban non represif dengan memberikan arahan 

dan teguran, apabila upaya non represif tidak ditaati akan 

dilakukan upaya represif serta memberikan penjelasan kepada 

pedagang kaki lima terkait dengan peraturan yang ditetapkan. 

b. Melakukan pendataan terus menerus terhadap pedagang Kaki 

Lima yang berada di trotoar jalan utama Kota Padang untuk 

mengetahui berapa jumlah pedagang kaki lima yang berada 

dilokasi tersebut. 

c. Melakukan koordinasi dan melakukan kesepakatan dengan 

pedagang kaki lima bertujuan untuk mencari cara agar pedagang 

kaki lima bersedia untuk memindahkan barang dagangannya dan 

tidak berjualan lagi dilokasi terlarang tersebut. 

d. Menerima dan mengumpulkan semua keluhan dan masukan dari 

pedagang kaki lima dan mencarikan solusi yang dihadapi. 

e. Melakukan pemberdayaan PKL melalui penyuluhan terhadap 

pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang serta penyuluhan 

terhadap akibat yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan di 

trotoar jalan umum. 

f. Menanamkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang 

menjadi upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota 

Padang agar pedagang kaki lima taat dan patuh pada peraturan 

yang berlaku. 
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g. Pemberian sanksi dan teguran bagi pedagang kaki lima di pasar 

tradisional lubuk buaya yang melanggar, pemberian sanksi 

tersebut diberikan untuk membuat efek jera terhadap pedagang 

kaki lima yang tidak mau mematuhi peraturan yang berlaku, 

pemberian sanksi terdiri dari pemberian sanksi administrasi 

berupa teguran dan sanksi pidana. 

h. Memperlakukan zona/wilayah terhadap pedagang kaki lima agar 

mereka tertib dengan area yang telah ditetapkan oleh dinas 

perdagangan dan tidak menganggu area wilayah publik atau 

masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional lubuk buaya 

tersebut, kalau area pembatasan tidak ditetapkan, pedagang 

tersebut seenaknya meletakkan barang-barang dagangannya diluar 

petak yang telah disiapkan dan mengganggu ketertiban 

masyarakat untuk berbelanja. 

i. Memberikan jaminan keamanan bagi pedagang kaki lima dari 

para preman yang dapat merugikan pedagang kaki lima maka 

dibentuknya petugas trantib yang mengatur ketertiban, keamanan 

dan kebersihan di Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang. 

B. Saran 

1. Agar Dinas Perdagangan beserta UPTD Lubuk Buaya lebih tegas 

dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar 

Tradisional Lubuk Buaya. 

2. Agar Dinas Perdagangan beserta UPTD Lubuk Buaya dan jajarannya 

lebih memperhatikan masalah (K3) Ketertiban, kebersihan dan 
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keamanan lebih dioptimalkan karena dengan adanya keamanan, 

kebersihan dan ketertiban membuat masyarakat yang berbelanja di 

Pasar Tradisional Lubuk Buaya menjadi nyaman.  

3. Agar PKL mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan di dalam 

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga 

terciptanya suasana yang kondusif dan terjaminnya kenyamanan dan 

ketertiban umum. 
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